BUPATI KUTAI KARTANEGAR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG

PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

. bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2008 masih dalam proses penyusunan dan pembahasan serta akan
dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sehingga tidak
dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal
28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

. bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mendesak

dan segera harus dikeluarkan, perlu dilaksanakan agar
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan;

. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, perlu segera

menetapkan Pengeluaran Mendahului Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang diatur dalam Peraturan
Bupati. '

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Rl Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan  Pertanggungjawaban Keuangan dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 13);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Infoomasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 36);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16).

Memperhatikan : Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menetapkan :

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/745/01/V1/2008 Tanggal 23
Juni 2008.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERUBAHAN (APBD-P) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
ANGGARAN 2008.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
c.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD,
adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana
mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara Periode 2004-2009.

Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Kas
Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2008.

Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, selanjutnya
disingkat DIKLUSPORA, adalah Dinas Pendidikan Luar Sekolah,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Badan Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BPKD, adalah
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah
satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.



k. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LS,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

m. Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BABIII
PENGELUARAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pengeluaran daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan APBD-P
Tahun Anggaran 2008 adalah untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat
ditunda/dihindari, antara lain untuk kegiatan pelaksanaan PON XVII,
PILKADA.

(2) Pengeluaran daerah dimaksud pada ayat (1) telah masuk dalam APBD
murni Tahun 2008 pada SKPD DIKLUSPORA namun mengalami
pergeseran ke SKPD BPKD.

(3) Pergeseran dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBD-P Tahun
2008.

(4) Didalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar
pengeluaran daerah.

Pasal 3

(1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil
perhitungan teknis yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan diajukan
kepada yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

(2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per
kegiatan dari anggaran belanja masing-masing SKPD yang ada di dalam
APBD.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan
SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk
diterbitkan SP2D.

(2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS
setelah diterbitkannya SPD.



BAB il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggar
a-+ Jal 24 Jumni-2C

Diundangkan di) Tenggarong
Pada tanggal 26 Juni 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

)

—IR. HM. ASWIN, MM

NIP. 080 096 380

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAKHUN 2008 NOMOR 20



